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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ’alamin puji syukur kami
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah Nya
sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri
Tangerang Tahun 2023 dapat kami susun dan
kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang
berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait
dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Tangerang sebagai salah satu alat kelengkapan
negara bidang pelayanan masyarakat di bidang
hukum tertentu di wilayah hukum Kota
Tangerang. 

Adapun materi laporan ini adalah informasi
gambaran rill keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok selama tahun 2023 dan hambatan yang
dihadapi serta upaya pemecahannya,
dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar
evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas
berikutnya dan untuk institusi yang berwenang
agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan
selanjutnya. 

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini
mungkin ada kekurangan mohon pembenahan
dan saran seperlunya.

 Tangerang,         Januari 2024
 Ketua,

 FAHMIRON
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2023
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tangerang
untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan
Negeri Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara
akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.
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  IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk
kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri
Tangerang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi
Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi
Pengadilan Negeri Tangerang.
Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun
anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:
1.    Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2.    Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.
Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama
yang ada sebagai berikut:
1.Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;
2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri
Tangerang yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 23.931.027.000
(dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum sebesar Rp. 335.610.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus
sepuluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya
dilaksanakan untuk biaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum,
Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada
Pengadilan Negeri Tangerang.
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BAB I - PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman dalam
melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan
dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat,
dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan
Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.
Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan
perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga. 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi,
Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Negeri Tangerang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Negeri Tangerang menyusun
Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana
tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Tangerang, baik lingkungan internal
maupun eksternal sebagai  variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung
tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung
tercapainya visi dan misi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tangerang melakukan inovasi-inovasi
sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain: aplikasi eksekusi online.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang untuk merealisasikan
penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang
ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Tangerang
dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa
kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat
dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Negeri Tangerang seperti para pihak
berperkara, faktor lingkungan kota Tangerang, budaya masyarakat kota Tangerang serta
perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
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Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang,
maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari
penetapan kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidakberhasilannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Negeri
Tangerang baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan
Pengadilan Negeri Tangerang meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan
Umum dengan predikat A Excelent pada tahun 2019, dan dapat mempertahankannya
melalui asesment surveillance pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Dan pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Tangerang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara,
dilanjutkan dengan diusulkannya Pengadilan Negeri Tangerang sebagai satuan kerja untuk
memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) walau belum berhasil
memperolehnya karena beberapa faktor.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi
permasalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam capaian tersebut di atas.

Penjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Kerangka Kerja Logis (Logical Framework)
mempermudah proses pengorganisasian program serta kegiatan yang akan dilakukan
Pengadilan Negeri Tangerang. Kerangka kerja ini tidak hanya membantu proses
perencanaan, tapi juga penilaian, monitoring, serta evaluasi suatu program. Kerangka Kerja
Logis yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang mampu menggambarkan perencanaan
kinerja secara SMART (Specific, Measurable, Achievable,Relevant dan Time -Bound Goals),
sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja
serta mempermudah penyusunan laporan kinerja.
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Strategic issues di Pengadilan Negeri Tangerang didapat dari  SWOT analysis Pengadilan
Negeri Tangerang dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu
mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities)
dan Ancaman (Treats) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) mengacu
kepada pertama; sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang, kedua;
sumber daya anggaran yang tersedia ketiga; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa
gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, keempat; sarana peralatan
dan mesin yang dimiliki kelima; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan
Negeri Tangerang.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats)
mengacu kepada pertama; situasi politik yang ada, kedua; tingkat ekonomi masyarakat,
ketiga; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keempat; lingkungan sekitar,
kelima; sosial budaya masyrakat dan keenam; perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang Strategic issues, maka akan dilakukan strategi berupa : pertama;
menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, kedua; menggunakan
kekuatan untuk mengatasi ancaman, ketiga; meminimalkan kelemahan untuk
memanfaatkan peluang, keempat; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman :
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Berdasarkan hasil analysis SWOT tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:

1.Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2.Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada
masyarakat;

3.Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya melalui Pendidikan, pelatihan, diklat, Bimtek
dengan mengusulkan ke Mahkamah Agung atau bekerjasama dengan instansi/Lembaga
terkait secara mandiri.

1.Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor                  
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri adalah sebagai lembaga
peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

2. Fungsi

Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No.03 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Perma 7 tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan bertugas melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);

b.Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap
pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim
Pengawas Bidang;

c.Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun
administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
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d.Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang
Keuangan dan Bidang Umum);

e.Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum;

f.Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain
sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada
dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan
Kota Tangerang Selatan.
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Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak
1.093 perkara (perkara sisa tahun 2022) dan sebanyak 5.342 perkara diterima pada tahun
2023, sehingga sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1.205 perkara.

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:



KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara
pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada
Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang
diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana
tertentu yang ditugaskan kepadaanya, dan melaksanakan pembinan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri   yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

KEPALA BAGIAN UMUM mempunyai tugas membantu Sekretaris melalui asistensi
administrasi umum dalam melaksanakan kebijakan atasan serta pemantauan dan evaluasi di
bidang perencanaan, rumah tangga dan tata usaha keuangan, kepegawaian, organisasi dan
tata laksana serta pelaporan.

PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang
berhubungan dengan pidana dan barang bukti.

PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan
dengan perkara perdata.
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C. STRUKTUR ORGANISASI
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PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan
administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmerking, dll.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN bertugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi
informasi.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA bertugas membantu Bagian Perencanaan dan
kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan
tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN bertugas membantu Bagian Umum dan
keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan
dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan,
keprotokolan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta
penyusunan laporan dan hubungan masyarakat.

PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim: dalam hal membuat penetapan dan
sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap
para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan
risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning
(teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi
sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan
pemberitahuan banding, kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

Pada akhir Desember 2023, dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 25 Hakim,
satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub
Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 7 orang Juru Sita dan 18 orang
Jurusita Pengganti, 23 orang pelaksana, 27 orang PPNPN, dengan menempati gedung
seluas 6.322 m2 di atas tanah seluas 4.000 m2.
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BAB II - PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada
Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.” Visi ini ingin menjadikan Pengadilan
Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan
kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun misi
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut:

1.Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam
menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas
pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus
dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah
kewajiban semua lembagapemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati
dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis
kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.
Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelengaraan Pengadilan
Negeri Tangerang. 

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi
setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara
diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperolah keadilan adalah keharusan
bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan
jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.
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Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena
adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan
harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka
menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3.Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang Menjaga
Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak
perubahan Pengadilan Negeri Tangerang. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang
selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-
kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang
pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan
Negeri tangerang dibantu oleh pelaksana urusan administreasi dalam hal ini Panitera dan
Sekretaris.

4.Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Upaya
menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan,
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain
sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka
juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi
secara internal personil Pengadilan Negeri  Tangerang akan mendapatkan kejelasan
mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan
serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan
keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke
otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui aplikasi baik
yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang sendiri.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu Pengadilan
Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan
tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis,
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala
yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun
2023 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil
strategi yang dilakukan berupa:

1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2023 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Negeri
Tangerang mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan
adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengatasi
kelemahan (weakness) yang telah teridentifikasi.
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Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

Dari    beberapa   aspek    yang   ditimbulkanoleh   adanya   kelemahan (weaknesses) di Tahun
2023, Pengadilan Negeri Tangerang masih dikategorikan berada pada posisi stabil
mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan
ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan
melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur
Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

a.Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Bidang Perpajakan;
b.Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan
c.Pelatihan Sertifikasi Peradilan Pidana Anak
d.Pelatihan PIPK;
e.Pelatihan Tekologi dan Informasi;
f.Pelatihan Pembuatan laporan;
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g.Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Keuangan;
h.Pelatihan Teknis bagi Tenaga Teknis;
i.Pelatihan Pengelolaan Kinerja satuan kerja;
j.Diklat di tempat kerja berupa pelatihan Service Excellent.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap job description kepada seluruh pegawai untuk
memberikan pemahaman bagi Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan
sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya.

Dengan  sosialisasi  maka  pegawai   akan memahami tugas dan fungsinya serta juga
memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung
telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:
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B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan: 
1.Akuntabilitas;
2.Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun dan menetapkan perjanjian
kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja
tahun 2023 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah
disusun Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2023, maka akan kami coba
jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 

a.Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu;

b.Perkara yang diajukan menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri adalah
persentase perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif.

c.Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah
masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya
hukum Banding.

d.Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah
masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi.

e. Perkara yang diselesaikan dengan diversi, dengan indikator kinerja adalah persentase
perkara yang diselesaikan dengan diversi.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator
indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja
adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya
penyelesaian minutasi;

b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian
perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan
Negeri berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil
kebijakan sebagai berikut:

a.Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma)
dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Negeri Tangerang;

b.Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta
advis terhadap perkara yang dihadapinya;
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4.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan,
Pengadilan Negeri Tangerang berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota
Tangerang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek
eksekusi akan dilaksanakan.

 
Adapun 2 (dua) program kegiatan pendukung Pengadilan Negeri Tangerang untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan
Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
 
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk
mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima
Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
a.Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
b.Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

b. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana,
transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri
Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:
a.Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
b.Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
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Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 merupakan pencapaian atas
target kinerja tahun kedua dari rencana strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2020-2024.
Analisis capaian kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara: 

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun
2022;

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4.Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6.Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Evaluasi yang
dilakukan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun sebelumnya. 

Pada sub bab ini disajikan capaiankinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN ORGANISASI
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1.MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023
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2.Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan
Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
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3.Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka
Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
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4.Analisis Penyebab Terjadinya Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan
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5.Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator
kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan pengunaan dan efisiensi sumber
daya yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang antara lain :

a.Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana data
kepegawaian tahun 2023 dari 120 pegawai, terbagi menjadi dari 25 Hakim, satu orang
Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian Umum, 3 Panitera Muda dan 3
orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 7 orang Juru Sita dan 18 orang
Jurusita Pengganti, 2 orang pranata keuangan APBN, dan 23 orang staf pelaksana;

b.Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses
(pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
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c.Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri Tangerang
menempati gedung seluas 6322 m2 dan luas halaman sebesar 1500m2;

d.Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang
terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik
dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas
dan fungsinya;

e.Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam
melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan
layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk
mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteris tingkat
efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut :

1.Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran
strategis tersebut tidak efisien;

2.JIka capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran
strategis tersebut efisien.
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6.Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
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B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Tangerang telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.
23.931.027.000. Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2023
sebesar Rp. 23.607.607.111 atau realiasi anggaran sebesar 98,65%.

Sedangkan DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp.
335.610.000, sudah direalisasikan sebesar Rp. 321.725.950 atau realisasi anggaran
sebesar 95.86 %.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:
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BAB IV - PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Tangerang tahun 2023 yang telah perjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2023 yang bersumber dari Renstra Pengadilan Negeri
Tangerang tahun 2020-2024. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 dengan
membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah terlaksana
dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai
aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,
administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar
149.24%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang berupaya untuk meningkatkan
pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi
publik.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup
putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan
kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang maka diperlukan:

1.Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan analisis beban kerja
Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;

3.Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi
Informasi.

4.Kepemimpinan dan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi, membimbing,
mengarahkan, mendorong pegawai untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri
Tangerang pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:
 
1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak
lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari
berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan
bersifat kekeluargaan. 
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Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2023 telah memenuhi target
dengan uraian sebagai berikut :

a.Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi
peradilan telah berhasil dengan baik;

b.Penyelesaian putusan perdata yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

c.Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

d.Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini
membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri
Tangerang semakin baik;

e.Isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi
peningkatan;

f. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi;

g.Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah
terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;

h.Serta meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator
kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa
indikator kinerja yaitu :

a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;

b.Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding;

c.Persentase salinan putusan pidana tepat waktu;
 
d.Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan.

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses
pelaksanaannya, antara lain lamanya relaas yang kembali dari Pengadilan Negeri yang
diminta bantuan panggilan, banyaknya pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama, serta sulitnya tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak.
Pengadilan Negeri Tangerang melakukan revisi pergeseran dari anggaran ahli/penerjemah
pada DIPA 03 di Triwulan IV tahun 2023 yang menyebabkan bertambahnya volume perkara
prodeo, semula 3 perkara menjadi 6 perkara. Hal tersebut juga menyebabkan ada perkara
prodeo yang sidangnya masih berjalan hingga akhir tahun 2023.
 
4. Langkah Strategis Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang akan menempuh langkah strategis untuk
mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun
sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut :
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a.Menyusun Program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan
penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;

b.Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk meningkatkan
capaian kinerja pada tahun 2024 yang targetnya belum terealisasi;

c.Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan
dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;

d.Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan;

e.Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui
kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja.

f.Mengoptimalkan layanan dan sistem kerja menggunakan sarana dan prasarana teknologi
informasi


